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Abstract

Otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia sejak
1999 telah memberikan peluang kepada Propinsi dan
Kabupaten untuk melakukan hubungan luar negeri melalui
keordinasi dengan pihak pusat. Tulisan ini bertujuan untuk
melakukan eksplorasi terhadap upaya Pemerintah
Kabupaten Sleman dalam rangka menjawab tantangan
otonomi daerah kaitannya dengan hubungan luar negeri.
Berdasar pada data-dala yang berasal dari wawancara
dengan Kamar Dagang dan Industri {KADIN} Sleman,
Pemerintah Daerah Kabupaten Sieman, dan Departemen
Luar Negeri RI serta dari berbagai sumber informasi
sekunder, kami berkesimpulan bahwa dalam rangka
meningkatkan nilai investasi dan ekspor-impor, maka periu
upaya koordinasi dan konsultasi yang lebih baik antara
daerah dengan pemerintah pusat.
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Pendahuluan

alam menyikapi globalisasi,

inovasi serta pembaharuan

dalam segala bidang termasuk
perubahan pemerntntahan yaitu otononu
dapat diharapkan dapat member-
dayakan daerah dengan baik secara so-
cial, ekonomi, maupun politk. Secara
politik daerah diharapkan menjadi pusat
legitimnasi kekuasaan sehingga pejabat-
pejabat di daerah akan mempunyai
derajat legitimasi yang tinggi di mata
rakyat.

Sementara 1tu, secara ekonomi
daerah diharapkan mampu mengelola
potensi-potensi ckonominya schingga
dapat menjalankan pembangunan dan
meningkatkan produktifitas demi
mengangkat derajat dan kesejahteraan
daerah (Andy A. Malarangeng 2001, 127-
128).

Otonomi daerah, merupakan
bagian sistim politik yang diharapkan
memben peluang bagi warga Negara
untuk lebih mampu menyumbangkan
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daya kreatifitasnya. Dengan demikian
otonomi daerah merupakan kebutuhan
dalam era globalisasi ini.

Langkah-langkah memberikan
otonomi luas telah diatur dalam
undang-undang nomor 22 tahun 1999,
tentang otonomi daerah, yang mem-
berikan keleluasaan kepada daerah
untuk menyelenggarakan otonominya
dengan menekankan pada prinsip-
prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan, keadilan serta
memperlihatkan potensi dan keaneka-
ragaman daerah. Diberlakukan otonomi
daerah akan memberikan keleluasaan
untuk mengatur dan mengurus rumah-
tangganya serta menjalankan sistem
pemerintahan tanpa harus meng-
gantungkan kepada pusat.

Dengan demikian daerahpun
memiliki kemudahan untuk melak-
sanakan transaksi dalam perdagangan
ekspor impor serta untuk menarik
investasi asing.

Konsekwensi logis diberlaku-
kannya otonomi daerah merupakan
keinginan daerah untuk melakukan
hubungan internasional misalnya dalam
ha! perdagangan dan investasi asing
dimana daerah dapat melaksanakan
secara langsung, Sebagaimana daerah-
daerah lain, Kabupaten Sleman
memiliki berbagai potenst yang dapat
dihandalkan dan dikembangkan untuk
mendukung otonomi daerah. Dimana

as2

Kabupaten Sleman memiliki sumber
daya alam yang dapat diolah menjadi.
berbagai hasil Produksi yang inovatif
dan mampu mengembangkan diri
hingga mencapai kualitas dan daya saing
yang tinggi. Pada tahun 2005, ada 52
negara tujuan ekspor barang-barang dan
Kabupaten Sleman sehingga nilainya
mencapai 72.661.666,17 Dollar AS dan
pada tahun 2006 ini ditargetkan indikasi
ekspor dari Kabupaten Sleman
menjapai 75 juta Dollar AS (Bernas 11-
02-06, 11). Persoalannya adalah
kewenangan apa saja dalam otonomi
daerah ini guna meningkatkan
hubungan internasional dalam hal
peningkatan nilai ekspor impor serta
investasi asing.

Otonemi dan Permasalahannya

Sejak diberlakukannya Undang-
undang nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah yang mengatur
tentang penyelenggaraan otonomi
daerah, maka pemerintahan daerah
diharapkan mampu untuk lebih aktif
mengelola dana yang dikuasai baik
berasal dari Pendapatan Ash Daerah
(PAD) maupun berupa pembagian
keunangan dari pusat ke daerah.
Kemandirian daerah ini merupakan
tuntutan yang tidak dapat dielakkan.

Daerah-daerah harus dapat
menggali sumber-sumber pendapatan
atau keuangan sendin supaya dapat
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memenuhi segala pembayaran untuk
penyelenggaraan dan pelaksanaan
pembangunan di daerahnya. Peme-
rintah pusat harus pula mengupayakan
sumber-sumber pen-dapatan yang
cukup agar dapat menjalankan roda
pembangunan nasional, disamping
membantu dana guna memberikan
subsich kepada masing-masing daerah
untuk menunjang pelaksanaan
pembangunan di daerah (RG Karta-
saputra, 1957, 133).

Dengan diberlakukan otonomi
daerah dalam pelaksananya, daerah
dapat lebih meningkatkan keman-
dinannya, karena wewenang diserahkan
kepada daerah Kabupaten dan daerah
kota untuk menggali sumber daya yang
ada di daerah.

Selain itu otonomi daerah yang
diserahkan melalul undang-undang
nomor 22 tahun 1999 bersifat luas, nyata
dan bertanggung jawab (Andi Affian
Malarangeng, 2001, 150). Disebut luas
karena tidak saja karena kewenangan-
nya sisa justru berada pada pusat (seperti
pada negara federal). Sedangkan sisanya
diserahkan kepada daerah otonom
kabupaten atau kota. Tetapi juga karena
kewenangan yang diserahkan kepada
daerah otonom 1tu bersifat sepenuhnya
mulai dari perencanaan dan pelak-
sanaan sampai pada pengawasan dan
evaluasi.
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Disebut nyata karena kewenangan
yang diselenggarakan itu menyangkut
yang diperhikan, tumbuh atau ludup dan
berkembang.

Disebut bertanggung jawab karena
kewenangan yang diserahkan itu harus
diselenggarakan demi pencapaian
tujuan otonomi daerah yaitu pening-
katan kesejahteraan masyarakat,
pengembangan kehidupan demokrasi,
keadilan dan pemerataan serta peme-
liharaan hubungan yang serast antara
pusat dan daerah.

Dengan diberlakukannya kebi-
jakan otonomi daerah, pemerintah
daecrah mempunyai wewenang dalam
urusan daerahnya. Pelaksanaan oto-
nomi daerah, segala urusan diserah-kan
sepenuhnya oleh pusat kepada
kabupaten atau kota. Yang tetap
dipegang pusat adalah TNI/ POLRI,
pengadilan dan agama, lembaga
keuangan dan urusan luar negeri.

Kewenangan Daerah Kabupaten Sleman
Dalam Kerja Sama Luar Negeri

Tujuan peletakan kewenangan
dalam menyelenggarakan otonomi
daerah adalah untuk mendorong upaya
peningkatan kesejahteraan rakyat,
pemerataan dan keadilan, demokrasi
dan penghormatan terhadap budaya
local serta memperhatkan potensi dan
keaneka-ragaman daerah (Dadang Solikin
dan Putut Marhayudi, 2000: 7). Atas dasar
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itu undang-undang nomor 22 tahun
1999 memberikan kewenangan yang
luas, nyata dan bertanggung jawab
kepada daerah agar leluasa mengatur
dan melaksanakan kewenangannya atas
prakarsa sendiri sesuai dengan
kepentingan masyarakat setempat dan
potensi setiap daerah.

Kewenangan ini pada dasarnya
merupakan upaya untuk membatasi
kewenangan pemerintah dan kewe-
nangan propinsi sebagai otonom, karena
pemerintah dan propinsi hanya
diperkenankan menyelenggarakan
kegiatan otonomi sebatas yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
nomor 25 tahun 2000. Apabila undang-
undang tersebut dianalisis, maka
sebenarnya disamping adanya ke-
inginan desentralisasi yang begitu besar,
watak sentralisasi dapat dikatakan masih
kuat. Sebagai contoh adalah pasal 7
undang-undang nomor 22 tahun 1999
yang berbunyi sebagai berikut (Syahda
Gurh Langkah Samudra, 2000: 76):

1. Kewenangan daerah men-cakup
kewenangan dalam seluruh bidang
pemerintahan, kecuali kewenangan
dalam bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, pera-dilan,
moneter, fiscal, agama serta
kewenangan bidang lain.

2. Kewenangan  bidang lain,

sebagaimana dimaksud ayat (1),

kebijakan

meliputi tentang
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perencanaan  nasional dan
pengendalian pembangunan
nasional secara macro, dana

perimbangan keuangan, sistem
administrasi negara dan lembaga
perekonomian negara, pembinaan
dan pemberdayaan sumber daya
manusia, pendaya-gunaan sumber
alam serta teknologi tinggi yang
strategis, konsovasi dan standarisasi
nasional.

Kewenangan propinsi sesuai
dengan kedudukannya sebagai daerah
otonom meliputi penyelenggaraan
kewenangan pemerintah otonom yang
bersifat lintas kabupaten/ kota dan
kewenangan pemerintah bidang
lainnya, sedangkan kewenangan
propinsi sebagai wilayah administrasi
merupakan pelaksanaan kewenangan
pemerintah yang didekonsentrasikan
kepada Gubernur.

Hakekat otonomi antara
propinsi dan kabupaten/ kota pada
dasarnya adalah sama. Semua
kewenangan pemerintahan dirniliki oleh
kabupaten dan kota, demikian juga
dengan propinsi. Masing-masing
memiliki area of competence dan juris-
diction yang berbeda. Tugas seorang
gubernur adalah bagaimana mem-
bentuk kebijakan publik dilingkungan
kabupaten dan kota yang menjadi
cakupannya. Gubernur memang bukan
atasan dari para Bupati dan walikota,
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namun gubernur memiliki tanggung

Jawab menjalankan roda pemerintahan
diseluruh propinsi (Dadan Solikin dan Putut
Wahyudi, 2002, 283).

Pemerintah daerah membuka
diri dalam melakukan kerja sama
dengan daerah maupun negara lain.
Ada beberapa pasal yang secara eksplisit
memungkinkan daerah melakukan
hubungan luar negeri kerja sama antara
lain:

Pertama, UU nomor 22 tahun
1999, pasal 18 ayat (lg), menyatakan
bahwa DPRD memiliki tugas dan
wewenang memberikan pendapat dan
pertimbangan kepada pemerintah
daerah terhadap rencana perjanjian
internasional yang menyangkut
kepentingan daerah.

Kedua, UU nomor 22 tahun 1999
pasal 81, ayat (1) menyatakan bahwa
pemerintah daerah dapat melakukan
peminjaman dari sumber dalam/ atau
luar negeri untuk membiayai kegiatan
pemerintah dengan persetujuan DPRD,
ayat (3) peminjaman dan sumber dana
peminjaman yang berasal dari Inar
negeri, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mendapatkan persetujuan
pemerintah, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketiga, UU nomor 22 tahun 1999,
pasal 88 ayat (1), daerah dapat
melakukan kerja sama yang paling
menguntungkan dengan lembaga/
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badan luar negeri yang diatur dengan
keputusan Bersama, kecuali menyangkut
kewenangan pemerintah sebagai yang
dimaksud pasal 7, yaitu kewenangan
daerah mencakup kewenangan dalam
seluruh bidang pemerintahan kecuali
kewenangan dalam bidang politik luar
negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter, dan fiscal, agama
serta kewenangan bidang lain.

Dengan demikian pemerintah
daerah diperbolehkan melakukan
hubungan internasional atau kerja sama
dengan negara lain dan secara otomatis
daerah menjadi salah satu actor dalam
hubungan luar negeri sebagaimana pasal
yang disebutkan diatas.

Daerah mempunyai wewenang
untuk melakukan hubungan inter-
nasional atau kerja sama dengan negara
lain. Akan tetapi ada bidang-bidang
tertentu yang harus dikonsultasikan dan
dikoordinasikan dengan Departemen
Luar Negeri terlebih dahulu antara lain:
Pertama, Kerja sama ekonomi; meliputi
Perdagangan, Investasi, Ketenaga-
kerjaan, Kelautan dan perikanan, Illmu
pengetahuan dan teknologi, Kehutanan,
Pertanian, Pertambangan, Kepen-
dudukan, Pariwisata, Lingkungan
Hidup, Perhubungan. Kedua, Kerja-
sama sosial budaya; meliputi
Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan,
Kewanitaan, Olahraga, dan Kesenian.
Ketiga, Bentuk kerja sama lain
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{Departemen Luar Negeri RI, 2004, 14-
15).

Setelah berkonsultasi dan
berkoordinasi, daerah akan mendapat-
kan surat kuasa atau full power untuk
melakukan kerja sama dengan
pemerintah atau lembaga di luar negeri.
Akan tetapi sebelum daerah melakukan
kerja sama tersebut terlebih dulu harus
memenuhi beberapa surat yang
ditentukan sebagai mana yang
disyaratkan oleh Departemen Luar
Negeri.

Berdasar pada peraturan yang
berlaku, maka pemerintah Kabupaten
Sleman membuat kebijakan-kebijakan
dalam melakukan hubungan luar negen
khususnya bidang perdagangan dan
penanaman modal melalui, Peraturan
daerah nomor 13 tahun 2002 tentang
surat ijin usaha perdagangan, Perda
nomor 14 tahun 2002 tentang wajib
daftar perusahaan, Perda nomor 15

tahun 2002 tentang daftar gudang,

Keputusan Bupati Sleman nomor 28/
Kep.KDH/ A/ 2003 tentang struktur
organisasi, penjabaran tugas pokok dan
fungsi serta tata kerja Dinas Per-
dagangan, Perindustrian, Koperasi dan
Penanaman Modal, Surat Keputusan
Bupati Sleman nomor 19/ Kep.KDH/
A/ 2004 tentang surat persetujuan
penanaman modal, Membuat kegiatan
Promosi Pameran Produk Ekspor,
Mengadakan kegiatan pameran
furnicraft, Melakukan kegiatan pelatihan
manajemen ekspor, dan Meningkatkan
jumlah investor dan jumlah investasi.

Realisasi Ekspor Impor dan Penanaman Modal

Perkembangan ekspor setelah
otonomi daerah dapat dilihat pada tabel
1.Realisasi Ekspor Impor dan
Penanaman Modal.

Sedangkan data perkembangan
impor sampai dengan Juni 2006 dapat
dilihat pada tabel 2.Data Perkembangan

Impor

Tabel 1. Realisasi Ekspor Impor dan Penanaman Modal.

No. | Tahun Ki‘:ﬁ“‘;&’f‘m ]T“;:'l‘l:‘; ’E":if: g:;i‘f_thir Valume Nilai/ USS
1 | 2000 44 41 49 8.633.133,13 37.497.038.26
2 | 2000 37 41 34 7.130,393.47 34.576.262.17
3 | 2002 13 51 42 | 8.93428527 39,538.865,73
4 | 2003 45 49 57 10.088.847.96 50.119.547,89
5 | 2004 46 56 57 13.615.77123 55.352.734,86
_6_ 2005 43 54 53 13.603.837.45 72.661.666,17
7 ;3(';; 36 | 43 5 1.106.750,90 8.825.767,02

Sumber data; Hastl wawancara dengan bidang Ferdagangan Kabupaten Sleman Juli Tahun 2006.
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Jika dilihat jumiah nilai ekspor tiap
tahun akan lebih besar atau ada
kenaikan dishbanding dengan nilai
impornya. Dalam tahun 2005 ada 52
negara tujuan ekspor yang nilainya
mencapai’/2.661.666,71 do lar AS. Dan
pada tahun 2006 ini ditargetkan indikasi
ckspor di Kabupaten Sleman mencapai
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tenaga kerja untuk PMA ada
kenaikannya dan sebaliknya penye-
rapan tenaga kerja untuk PMDN
menurun.

Meskipun jumlah penyerapan
tenaga kerja untuk PMDN dalam tiap
tahunnya menurun tetapi di lain pihak
penyerapan tenaga kerja untuk PMA

Tabel 2.Data Perkembangan Impor.

Jumlah

| Jumlah Jumlah .
No. Tahun | Kol:rz:j e | Negara Asal El; r;o;ir | Velume Nilai/ US$
|1 [ 2000 4 7 4 3.339.544,33 1.866.780,16
2 2001 6 1 5 | 1.307.309.00 5.410.279,73
3 2002 8 12 6 3.787.554,08 8.876.161,22
4 2003 3 10 2 4.860.193,63 7.586.308.25
5 2004 3 7 3 4,246.718,92 7.586.30R 25
6 | 2005 g8 | 9 4 5.176.427,36 14.779.219.24
Juni
7 | 2006 7 11 5 399.045,08 1.642.049,30
Sumber data : Wawancara dengan bidang Perdagangan Kabupaten Slema Tanggal 06 Juli 1005,
Tabel 3.Data Penanaman Modal
PMA PMPN
b e Unit Usaha Nilai Investasi Unit Ussha | Nilai Investasi
1 | Industri 14 59.015.101,00 19 213.122.938.000 =
2 | Paniwisata 7 36.790.280,00 12 267.435.796.000
3 ;‘;; dagangan dan 13 52.773.609,00 8 27.152.720.000
4 | Pertanian 1 1.000.000,000 0 0
Jumlah 35 149.578.940.00 | 39 507.711.454.000 -

Sumber: (Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Penanaman Modal, 2005,4).

75 juta dolar AS (Bernas, 11-02-06,11).

Apabila dilihat jumlah penanaman
modal asing bahkan penanaman modal
dalam negeri sampai dengan tahun
2005 dapat dilihat tabel 3. Data
Penanaman Modal.

Dari sektor industri yang paling
besar nilai investasinya untuk PMA dan

semakin naik artinya komposisi
penyerapan tenaga kerja semakin naik
seperti dapat dilihat pada Tabel 4. Data
Tenaga Kerja.

Kesimpulan
Tujuan peletakan kewenangan
dalam penyelenggaraan otonomi
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daerah adalah untuk mendorong upaya
peningkatan kesejahteraan rakyat
dengan cara peningkatan kegiatan
ekspor impor serta meningkatkan
jumlah investor dan nilainya.
Kewenangan daerah pada dasar-
nya merupakan upaya untuk membatasi
kewenangan pemerintah pusat dan
daerah. Seperti kewenangan daerah
mencakup seluruh bidang pemerintahan
kecuali kewenangan bidang politik lnar
negeri, pertahanan keamanan, pera-
dilan, moneter, fiskal, agama serta
kewenangan bidang lainnya.
Kewenangan dalam otonomi ini
khususnya dalam hubungan luar negeri
atau kerja sama internasional harus
dikonsultasikan lebih dulu dengan
Departemen Luar Negeri. Kerja sama
itu meliputi kerja sama ekonomi yaitu
perdagangan dan investasi. Dengan
demikian upaya pemerintah Kabupaten
Sleman dalam meningkatkan kegiatan
ekspor impor serta penanaman modal
membuat kebijakan yang dituang
dalam perda serta kebijakan lainnya

Tabel 4.Data Tenaga Kerja

Tenaga Ker orng)

| [ PN | PMA

Lom 10435 150
107 10457 46%
03 10115 5,086
0 9369 524
205 9701 54836

Sumber: Dinas Perdagangan Perindustiian Koperasi dan
Penanaman Modal, 2005,
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yaitu; membuat perda nomor 13, 14,
15 tahun 2002, membuat surat
keputusan Bupati tentang Struktur
Organisasi, penjabaran tugas pokok dan
fungsi serta tata kerja Dinas Perda-
gangan, Perindustrian, Koperasi dan
Penanaman Modal, surat keputusan
Bupati tentang surat persetujuan
penanaman modal.

Disamping itu mengadakan
kegiatan-kegiatan promosi pameran
produk ckspor, pameran furnicraft,
pelatihan manajemen ekspor dan
meningkatkan jumlah investor dan
jumlah nilai investasi.
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